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PUTUSAN
Nomor 153/Pdt.G/2018/PA.Buol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan
perkara Cerai Gugat antara:
NAMA PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2,
pekerjaan Honorer (Guru) di SDN 13 Bunobogu, tempat
tinggal di Dusun |, RT.001/RW. 002, Desa Bokat IV,
Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sebagai Penggugat;
melawan
NAMA TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1,
pekerjaan PNS (Guru) di SLB Negri Buol, tempat tinggal di
Jalan Syarif Mansyur, RT.005/RW. 004, Kelurahan Leok II,
Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk

perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 06 Desember
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul awal 1440 Hijriah, Nomor :

153/Pdt.G/2018/PA.Buol, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI
1. Menetapkan memerintahkan pada Penggugat untuk mengucapkan sumpah
tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan
diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediannya untuk
mengucapkan sumpah tambahan yang dibebankan kepadanya itu telah
mengucapkan sumpah dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang
pada pokoknya tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini
cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar
pada apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) dimaksud
bersifat litis decisoir;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpah
yang dibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat litis decisoir, maka

gugatan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan;
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Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz |

halaman 83, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim

sebagai berikut:
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Artinya : Islam memilih lembaga thalag/cerai ketika rumah tangga
sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi
nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh
(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu

suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang
bertentangan dengan semangat keadilan.

2. Pendapat Ulama Figh Sayyid Sabiq dalan Kitab Figh Sunnah Juz Il,hal.

290 dalam Program Maktabah Syamilah sebagai berikut :
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Artinya:...... "Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim
dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan
adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya
pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil
mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan
talak satu bain”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah
cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan

Penggugat dapat dikabulkan;
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Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka
Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena
perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat,
maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang
dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan,
sedangkan gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka
berdasarkan pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara
verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam
sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagimana layaknya suami
istri (Ba’da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi
Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat
mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3
(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi
yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses
persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang
tercantum dalam titel mengadili, vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 4 dari 6 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
ketentuan syara’ berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, NAMA TERGUGAT
terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal
28 Rabiulawal 1440 Hijriah, oleh Faiz, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis,
Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.HI, M.SI masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mansyur, S.HI sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag Faiz, S.HI., M.H

Hakim Anggota I,

Fathur Rahman, S.HI, M.SI
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Panitera Pengganti,

Mansyur, S.HI
Rincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.160.000,-
4. Redaksi :Rp. 5.000,-

5. Meterai :Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp.251.000,-
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).
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